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Abstrak

Di era demokrasi langsung menuntut pembaharuan hukum nasional. Salah
satu bagian pembaharuan hukum nasional, yaitu pembentukan undang-undang
yang mengatur kehidupan seluruh bidang kehidupan. Secara formal dan substansi,
undang-undang harus mencerminkan aspirasi rakyat (responsif) sehingga dalam
proses pembentukannya pun juga melibatkan partisipasi aktif dari rakyat itu
sendiri.

Kata kunci: undang-undang, pembaharuan hukum nasional, demokrasi.

Abstract

On direct democracy era to demand national law reform. That one of part
national law reform, that is to form legislation which to regulate whole life levels. If
formal and substantial, legislation must be mirror populace aspiration (responsive)
until in to form it also to involve active participation from the self populace.

Keyword: legislation, national law reform, democracy.
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PENDAHULUAN

Sejak Indonesia merdeka, bangsa ini telah bersepakat menjadikan Pembukaan
UUD 1945 sebagai kesepakatan luhur yang final (modus vivendi). Di dalam
pembukaan UUD 1945 dicantumkan dasar dari negara ini didirikan, yakni Pancasila.
Pancasila telah ditetapkan sebagai rechtsidee maupun grundnorm. Baik kedudukan
sebagai rechtsidee maupun sebagai grundnorm, nilai-nilai Pancasila harus mewarnai,
menjiwai pembaharuan hukum di indonesia, baik pada tataran substansial (materi
hukum), struktural (aparatur hukum) maupun kultural (budaya hukum). Pancasila
harus disebutkan sebagai bintang pemandu arah (leitztern) kebijakan pembaharuan
hukum di Indonesia. Kebijakan pembaharuan yang tidak menyinggung apa yang
menjadi dasar penentu arah kebijakan pembangunan hukum, yakni Pancasila
dapat dikatakan masih bersifat parsial karena kurang melihat sisi pembangunan
hukum nasional secara integral yang seharusnya melibatkan pembicaraan tentang
Pancasila sebagai bintang pemandu arah (leitztern).!

Sebagai negara yang telah memilih prinsip demokrasi dan dipadukan dengan
prinsip negara hukum, Indonesia akan menata tertib hidup dan kehidupan dalam
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menggunakan aturan hukum yang
demokratis. Bangsa Indonesia akan membangun tatanan kehidupan bersama dalam
wadah negara Indonesia yang demokratis dan didasarkan pada aturan hukum.
Artinya, bangsa Indonesia akan meletakkan prinsip demokrasi dan prinsip hukum
sebagai suatu sinergi yang saling bersimbiose-mutualistik dalam mewujudkan
adanya national legal order yang demokratis dalam negara.?

Pembentukan undang-undang adalah bagian dari aktivitas dalam mengatur
masyarakat yang terdiri dari atas gabungan individu-individu manusia dengan
segala dimensinya,® sehingga merancang dan membentuk undang-undang yang
dapat diterima masyarakat luas merupakan suatu pekerjaan yang sulit.* Kesulitan
ini terletak pada kenyataan bahwa kegiatan pembentukan undang-undang adalah
suatu bentuk komunikasi antara lembaga yang menetapkan yaitu pemegang
kekuasaan legislatif dengan rakyat dalam suatu negara.’

! Siti Malikhatun Badriyah, Penemuan Hukum Dalam Konteks Pencarian Keadilan, Cetakan Pertama, Semarang: Badan Penerbit Universitas
Diponegoro, 2010, h.45.

2 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, New York: Russel&Russel A Divison of Atheneum Publisher,Inc., 1961, h.181.

Satjipto Rahardjo, “Penyusunan Undang-Undang yang Demokratis”, Makalah dalam Seminar “Mencari Model Ideal Penyusunan Undang-Undang
yang Demokratis dan Kongres Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia” Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Tanggal 15-16 April
1998, h.3-5.

4 lrawan Soejito, Teknik Membuat Undang-Undang, Cetakan Kelima, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993, h.3.

° Pierre Andre Cotte, The Interpretation of Legislation in Canada, 2™ Edition, Les Editions Yvon Balais, Inc.,Quebeec, 1991, h.4.
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Berbagai kesulitan dalam pembentukan undang-undang tersebut, tampaknya
telah lama dirasakan oleh bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang
berkembang. Kesulitan-kesulitan dalam pembentukan undang-undang ini, sekarang
lebih dirasakan oleh bangsa Indonesia yang tengah menghadapi berbagai problem
sosial secara mendasar pada permasalahan struktural dan kultural yang multi
dimensi. Padahal pembentukan undang-undang ini sekarang dan di masa yang
akan datang akan terus mengalami peningkatan sebagai respon atas tuntutan
masyarakat seiring dengan bertambah kompleksnya perkembangan dan kondisi
masyarakat.®

Pembentukan hukum akan mengikuti struktur sosial-politik dari masing-
masing negara. Bagi negara yang menganut konfigurasi politik otoriter, maka
pembentukan hukumnya akan memperlihatkan ciri yang otoritarian juga.
Sedangkan manakala proses pembentukan hukum (legislasi) tersebut ditempatkan
dalam konteks struktur sosial-politik dari negara demokrasi, niscaya di dalamnya
akan terjadi kompromi dari konflik-konflik nilai dan kepentingan yang berbeda-
beda dalam masyarakat.”

Oleh karena itu, berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka

masalah yang dapat dirumuskan antara lain:

1. Bagaimana pembentukan undang-undang dalam rangka pembaharuan hukum
nasional di era demokrasi?

2. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang
yang demokratis?

PEMBAHASAN

1. Teori Demokrasi

Dari sudut pandang etimologi demokrasi berasal dari kata demos (rakyat),
dan cratein (memerintah). Jadi, secara harfiah kata demokrasi dapat diartikan
sebagai rakyat memerintah.®

Menurut Tafsir R. Kranenburg di dalam bukunya “Inleiding in de
vergelijkende staatsrechtwetenschap’, perkataan demokrasi yang terbentuk

¢ Roman Tomasic, Legislation and Society in Australia, Australia: The Law Foundation of New South Wales, pada bagian Preface, 1979, h.9.

" Anis Ibrahim, Legislasi dan Demokrasi;Interaksi dan Konfigurasi Poliik Hukum Dalam Pembnetukan Hukum di Daerah, Cetakan Pertama,
Malang: In-TRANS Publishing, 2008, h.104.

8 B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara,Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Andi Offset, 2003, h.98.
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dari dua pokok kata Yunani di atas maknanya adalah cara memerintah oleh
rakyat.’

[stilah demokrasi itu sendiri secara konseptual mengusung nilai-nilai dasar
yang menjadi fokus orientasinya, yakni kesejahteraan, keadilan, kesetaraan,
partisipasi, dan universalisme. Artinya, bangunan demokrasi baru dianggap
berhasil apabila nila-nilai dasar ini dapat diwujudkan. Pada gilirannya, nilai-
nilai tersebut menjadi prasyarat terbangunnya demokrasi. Nilai-nilai inilah
yang kemudian disebut sebagai esensi demokrasi atau kualitas keadaban
demokrasi. Pada tataran praktik, nilai-nilai esensial demokrasi harus dapat
diwujudkan melalui pengembangan prosedur berdemokrasi yang dapat
dipertanggungjawabkan. Aspek-aspek prosedural demokrasi yang tak dapat
dipertanggungjawabkan tidak mungkin bisa mewujudkan nilai-nilai esensial
itu. Dengan demikian, baik aspek esensial maupun prosedural demokrasi
menempati posisi/peran yang strategis. [a merupakan dua sisi dari satu mata
uang yang sama.®

Sementara itu, dalam kamus Dictionary Webters didefinisikan demokrasi
adalah pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi berada di
tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang
mereka pilih di bawah sistem pemilihan umum yang bebas."!

Menurut Dahlan Thaib:'?

“Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam mana
kekuasaan untuk pemerintahan berasal dari mereka yang
diperintah atau demokrasi adalah suatu pola pemerintahan yang
mengikutsertakan rakyat dalam proses pengambilan keputusan
oleh mereka yang diberi wewenang, maka legitimasi pemerintah
adalah kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya”.

Afan Gaffar, dalam bukunya berjudul “Politik Indonesia; Transisi Menuju
Demokrasi’, bahwa dalam pandangan lain demokrasi sebagai suatu gagasan
politik merupakan paham yang universal sehingga di dalamnya terkandung

beberapa elemen sebagai berikut:?

9
10

1
12
13

Koencoro Poerbopranoto, Sistem Pemerintahan Demokrasi, Bandung: Eresco, 1987, h.6.

Syakrani dan Syahriani, Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2009, h.62-63.

United State Information Agency, What is Democracy, 1999, h.4.

Dahlan Thaib, Pancasila Yuridis Ketatanegaraan, Edisi Revisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1994, h.97-98.

Afan Gaffar, Politik Indonesia;Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, h.15.
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Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat;

Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat
mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah
ditempuhnya;

Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung;

Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok
yang lainnya dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan
harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai;

Adanya proses pemilu dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara
teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih;
dan

Adanya kebebasan sebagai HAM menikmati hak-hak dasar dalam
demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya
secara bebas seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan
berserikat dan lain-lain.

Ni’'matul Huda, dalam bukunya berjudul “Hukum Tata Negara Indonesia’,

bahwa untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan

beberapa lembaga, yaitu:'*

1.
2.

Pemerintahan yang bertanggung jawab;

Suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili golongan-golongan dan
kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih dengan
pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-
kurangnya dua calon untuk setiap kursi;

Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik;
Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat;
Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan
mempertahankan keadilan.

Melihat pertumbuhannya, demokrasi terus berkembang, sehingga tepat

apa yang dikemukakan Bagir Manan, bahwa demokrasi merupakan suatu

fenomena yang tumbuh, bukan suatu penciptaan. Oleh karena itu, praktik di

setiap negara tidak selalu sama. Walaupun demikian, sebuah negara dapat

dikatakan demokratis paling tidak memenuhi unsur-unsur yaitu:'®

¥ Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, h.245.
5 Bagir Manan, “Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam Pembangunan Jangka Panjang II”, Makalah dalam Lokakarya Pancasila Universitas
Padjajaran Bandung, 1994, h.2.
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B N

Ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan;
Ada kebebasan untuk menyatakan pendapat;

Ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara;

Ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan
pemerintah atau negara;

Ada hak bagi para aktivis politik berkampanye untuk memperoleh
dukungan atau suara;

Terdapat berbagai sumber informasi;

Ada pemilihan yang bebas dan jujur;

Semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah, harus
bergantung pada keinginan rakyat.

Robert Dahl mensyaratkan paling tidak ada delapan hal cermin demokrasi,

antara lain:'®

1.

Kebebasan membentuk dan bergabung dalam organisasi (berserikat dan
berkumpul).

Kebebasan berekspresi (mengeluarkan pendapat).

Hak memilih dan dipilih.

Kesempatan yang relatif terbuka untuk menduduki jabatan-jabatan
publik.

Hak bagi pemimpin politik untuk berkompetisi mendapatkan dukungan
atau member dukungan.

Alternatif sumber-sumber informasi.

Pemilu yang bebas dan adil.

Pelembagaan pembuatan kebijakan pemerintah yang merujuk atau
tergantung suara rakyat lewat pemungutan suara maupun cara-cara lain
yang sejenis.

2. Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum

Nasional di Era Demokrasi

Dalam kedudukannya sebagai dasar dan ideologi negara yang tidak

dipersoalkan lagi bahkan sangat kuat, maka Pancasila itu harus dijadikan

paradigma (kerangka berpikir, sumber nilai, dan orientasi arah) dalam

pembangunan hukum, termasuk semua upaya pembaruannya. Pancasila

sebagai dasar negara memang berkonotasi yuridis dalam arti melahirkan

% Sidik Jatmika, AS Penghambat Demokrasi,Membongkar Politk Standar Ganda Amerika Serikat, Yogyakarta: Biografi Publishing, 2000, h.1.
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berbagai peraturan perundangan yang tersusun secara hierarkis dan
bersumber darinya; sedangkan Pancasila sebagai ideologi dapat dikonotasikan
sebagai program sosial politik tempat hukum menjadi salah satu alatnya dan
karenanya juga harus bersumber darinya.}” Menyikapi perlunya paradigma
pembaharuan tatanan hukum, ialah setiap produk haruslah bersumber pada
nilai-nilai dasar yang terkandung dalam lima sila Pancasila, dan keseluruhan

Pembukaan UUD 1945. Setidaknya ada empat nilai dasar yang harus terpancar

dalam setiap pembuatan hukum dan cita hukum Indonesia:*®

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Keharusan ini sesuai dengan pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945.

2. Hukum dibuat dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.

3. Hukum yang dibuat haruslah memuat nilai dan melalui proses yang
demokratis. Keharusan ini ditempuh agar diperoleh hukum yang responsif
dan populis.

4. Hukum harus berdasarkan nilai-nilai keutuhan dan kemanusiaan yang
adil dan beradab.

Sebagai paradigma pembangunan hukum, Pancasila memiliki sekurang-
kurangnya empat kaidah penuntun yang harus dijadikan pedoman dalam
pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. Pertama, hukum harus
melindungi segenap bangsa dan menjamin keutuhan bangsa dan karenanya
tidak diperbolehkan ada hukum-hukum yang menanam benih disintegrasi.
Kedua, hukum harus mampu menjamin keadilan sosial dengan memberikan
proteksi khusus bagi golongan lemah agar tidak tereksploitasi dalam
persaingan bebas melawan golongan yang kuat. Ketiga, hukum harus dibangun
secara demokratis sekaligus membangun demokrasi sejalan dengan nomokrasi
(negara hukum). Keempat, hukum tidak boleh diskriminatif berdasarkan ikatan
primordial apapun dan harus mendorong terciptanya toleransi beragama
berdasarkan kemanusiaan dan keberadaan.'

Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan
konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara,
sebagai pandangan hidup yang dianut akan memberikan koherensi dan direksi

7 A. Hamid S. Attamimi dkk, Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara, Jakarta:
BP-7 Pusat, 1992, h.62.

8 A. T. Soegito dkk, Pendidikan Pancasila, Cetakan Keenam, Semarang: IKIP Semarang Press, 1999, h.187-188.

9 Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010, h.55.
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(arah) pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta
dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum,
yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yakni keadilan, kehasil-gunaan dan
kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia
sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagaamaan dan
kenyataan kemasyarakatan. Sejalan dengan itu maka, [lmu hukum dan Hukum
Indonesia seyogianya bertumpu dan mengacu pada cita hukum tersebut.?

Berkenaan dengan tiga unsur cita hukum seperti tersebut di atas, Gustav
Radbruch menyatakan bahwa di dalam hukum terdapat 3 nilai dasar yang
saling bertentangan satu dengan yang lainnya yakni kepastian hukum, keadilan
dan kemanfaatan bagi masyarakat. Apabila dalam pembuatan hukum lebih
mengutamakan kepastian hukum yang tercermin dalam pasal-pasalnya yang
bersifat rigid, maka nilai keadilan yang menjadi dambaan masyarakat dalam
berhukum akan tergeser bahkan sulit untuk dilacak jejak keberadaannya.
Bersamaan dengan hilangnya nilai keadilan karena lebih mengutamakan
kepastian hukum sebagaimana tertulis dalam undang-undang maka akan
hilang pula rasa kemanfaatan hukum bagi masyarakat.?!

Sejak Indonesia merdeka, bangsa ini telah bersepakat menjadikan
Pembukaan UUD 1945 sebagai kesepakatan luhur yang final (modus vivendi).
Di dalam pembukaan UUD 1945 dicantumkan dasar dari negara ini didirikan,
yakni Pancasila. Pancasila telah ditetapkan sebagai rechtsidee maupun
grundnorm. Baik kedudukan sebagai rechtsidee maupun sebagai grundnorm,
nilai-nilai Pancasila harus mewarnai, menjiwai pembaharuan hukum di
indonesia, baik pada tataran substansial (materi hukum), struktural (aparatur
hukum) maupun kultural (budaya hukum). Pancasila harus disebutkan
sebagai bintang pemandu arah (leitztern) kebijakan pembaharuan hukum di
Indonesia. Kebijakan pembaharuan yang tidak menyinggung apa yang menjadi
dasar penentu arah kebijakan pembangunan hukum, yakni Pancasila dapat
dikatakan masih bersifat parsial karena kurang melihat sisi pembangunan
hukum nasional secara integral yang seharusnya melibatkan pembicaraan
tentang Pancasila sebagai bintang pemandu arah (leitztern).?

% B. Arief Sidharta, llmu Hukum Indonesia, Bandung: FH Universitas Parahyangan, 2010, h.84-85.

2 Maryanto, “Urgensi Pembaharuan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila, artikel dalam Jurnal Hukum Volume XXV No. 1 April
2011, h.429.

% Siti Malikhatun Badriyah,Penemuan....loc.it

584 Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014




Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi

Dalam Konvensi Hukum Nasional disimpulkan tentang pentingnya Grand
Design Sistem dan Politik Hukum Nasional dalam rangka pembangunan hukum
nasional dan didasari landasan falsafah Pancasila dan konstitusi negara, yaitu
UUD 1945. Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional merupakan
sebuah desain komprehensif yang menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder
yang mencakup seluruh unsur dari mulai perencanaan, legislasi, diseminasi
dan budaya hukum masyarakat.?

Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa Grand Design
adalah rancang bangun yang besar atau pola besar. Grand Design hukum
nasional berarti rancang bangun yang besar dalam pembangunan sistem
hukum nasional yang meliputi keseluruhan komponen dalam sistem hukum,
yaitu komponen substansi, struktur dan kultur hukum. Grand Design Sistem dan
Politik Hukum Nasional harus berdasarkan dan diarahkan pada Pembukaan
UUD 1945. Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional harus tetap
berdasarkan pada paradigma Pancasila, yaitu:?*

a. Paradigma Ketuhanan (moral-religius),

Paradigma Kemanusiaan (humanistik),

b
c. Paradigma Kebangsaan (persatuan/nasionalistik),
d. Paradigma Kerakyatan/Demokrasi,

e

Paradigma Keadilan Sosial.

Dengan demikian sebenarnya sejak founding father telah meletakkan
dasar negara dan menetapkan UUD 1945, sejak saat itu pula Indonesia telah
memiliki grand design. Pada saat itu kita telah mempunyai politik hukum
dalam rangka pembangunan hukum nasional.?

Menurut penulis dalam konteks politik hukum, undang-undang yang akan
dibentuk jelas dipengaruhi oleh politik hukum yang merupakan kebijakan
resmi dari negara yang berkaitan dengan pemberlakuan hukum.

Padmo Wahjono dalam bukunya berjudul “Indonesia Negara Berdasakan
atas Hukum” mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang
menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.?® Definisi
ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya

23

2
2
2%

Barda Nawawi Arief, Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional Ke | s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008, Semarang: Pustaka Magister,
2008, h.136.

Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasakan atas Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, h.160.
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di majalah Forum Keadilan yang berjudul “Menyelisik Proses Terbentuknya
Perundang-Undangan”. Dalam artikel tersebut Padmo Wahjono mengatakan
bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa
yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan
tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum
dan penegakannya sendiri.?’

Teuku Mohammad Radhie dalam sebuah tulisannya berjudul “Pembaharuan
dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional” mendefinisikan
politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai
hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum
yang dibangun.?®

Adapun menurut Soedarto (Ketua Perancang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana), politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-
badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang
dikehendaki yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa
yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-
citakan.?

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih
dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum
tertentu dalam masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, terdapat beberapa
pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu: (1)
tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada; (2) cara-
cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai
tujuan tersebut; (3) kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui
cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan; dan (4) dapatkah
dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu kita
memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan
tersebut secara baik. 3°

Definisi politik hukum berikutnya dikemukakan oleh Abdul Hakim Garuda
Nusantara, dalam sebuah makalahnya berjudul “Politik Hukum Nasional”
yang disampaikan pada Kerja Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu). Menurut

2 Padmo Wahjono, “Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan”, artikel dalam majalah Forum Keadilan No. 29 April 1991, h.65.

% Jurnal Prisma Nomor 6 Tahun Il Desember 1973, h.4.

% Soedarto, “Perkembangan limu Hukum dan Politik Hukum”, arikel dalam Hukum dan Keadilan No. 5 Tahun ke-VII Januari-Februari, 1979, h.15-
16. Lihat juga Soedarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Hukum Pidana, Bandung: Sinar Baru, 1983, h.20.

% Satjipto Rahardjo, 1991, limu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, h.352.
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Abdul Hakim Garuda Nusantara, Politik Hukum Nasional secara harfiah dapat
diartikan sebagai kebijakan hukum (legal policy) yang hendak diterapkan atau
dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu.’!

Menurut Moh. Mahfud MD bahwa politik hukum adalah kebijakan resmi
(legal policy) negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan
diberlakukan (membuat aturan yang baru atau mencabut aturan yang lama)
untuk mencapai tujuan negara.??

Pilihan atas asumsi bahwa hukum merupakan produk politik mengantarkan
pada penentuan hipotesis bahwa konfigurasi politik tertentu akan melahirkan
karakter produk hukum tertentu pula. Tulisan ini membagi variabel bebas
(konfigurasi politik) dan variabel terpengaruh (karakter produk hukum) ke
dalam dua ujung yang dikotomis. Variabel konfigurasi politik dibagi atas
konfigurasi yang demokratis dan konfigurasi yang otoriter (non-demokratis),
sedangkan variabel karakter produk hukum dibagi atas produk hukum yang
berkarakter responsif atau otonom dan produk hukum yang berkarakter
konservatif/ortodoks atau menindas. Dengan pemecahan kedua variabel
tersebut ke dalam konsep-konsep yang yang dikotomis, hipotesis di atas
dinyatakan secara lebih rinci bahwa “Konfigurasi politik yang demokratis
akan melahirkan produk hukum yang berkarakter responsif atau otonom,
sedangkan konfigurasi politik yang otoriter (non-demokratis) akan melahirkan
produk hukum yang berkarakter konservatif/ortodoks atau menindas”.*

Proses pembaharuan hukum ini sebenarnya telah berjalan lama. Namun
demikian, cita-cita pembentukan hukum nasional dalam segala bidang
kehidupan masyarakat,berbangsa, dan bernegara, belum tercapai sepenuhnya.
Pembentukan hukum nasional yang dimaksudkan dalam hal ini adalah
pembentukan peraturan perundang-undangan nasional yang merupakan
produk pembentuk undang-undang (badan legislatif), yang didasarkan
pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan diakui sebagai hukum
(living law). Hal ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari masih ada berbagai
kegiatan kehidupan manusia yang sebenarnya merupakan hukum yang hidup
dalam masyarakat, namun belum ada peraturan perundang-undangan yang
mengaturnya. Kondisi semacam ini dapat dipahami, karena kebutuhan hidup

3 Abdul Hakim Garuda Nusantara, “Politik Hukum Nasional”, Makalah disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) diselenggarakan
Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya September 1985.

% Moh. Mahfud MD, Bahan Kuliah, Politk Hukum, Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Ull, 2007, h.2.

% Moh. Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media, 1999, h.6-7.
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manusia serta kegiatan kehidupan manusia sangat banyak dan beragam, serta
cepat sekali berubah dan berkembang, sedangkan peraturan perundang-
undangantidak mungkin dapat menampung semua segi kehidupan manusia
selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya.?*

Sehubungan dengan hal ini, Soedikno Mertokusumo menyatakan bahwa
undang-undang itu mengatur peristiwa tetapi seringkali peristiwanya telah
berkembang jauh, sedangkan undang-undangnya belum juga berubah. Oleh
karena itu, tidak mengherankan kalau ada ungkapan het recht hinkt achter de
feiten aan, yang berarti bahwa hukum itu ketinggalan dari peristiwanya. Yang
dimaksudkan hukum di sini dengan sendirinya adalah hukum tertulis atau
undang-undang. Perubahan undang-undang harus melalui prosedur, sehingga
tidak dapat setiap saat dilakukan untuk menyesuaikan keadaan.®

Perubahan hukum senantiasa dirasakan perlu dimulai sejak adanya
kesenjangan antara keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, serta hubungan-
hubungan dalam masyarakat, dengan hukum yang mengaturnya. Bagaimana
pun kaidah hukum tidak mungkin dilepaskan dari hal-hal yang diaturnya,
sehingga ketika hal-hal yang seyogianya diaturnya tadi telah berubah
sedemikian rupa, tentu saja dituntut perubahan hukum untuk menyesuaikan
diri agar hukum masih efektif dalam pengaturannya.3¢

Pembaharuan hukum perlu dilakukan secara komprehensif, meliputi
seluruh komponen dalam sistem hukum yang menurut Friedman terdiri dari
komponen substansial, komponen struktural dan komponen kultural. Ada
keterikatan yang sangat erat antara pembaharuan pada komponen substansial
dengan komponen kultural. Komponen substansial seharusnya dibangun
berdasarkan komponen kultural yang dimiliki oleh bangsa tersebut.?”

Perubahan-perubahan nilai atau atau kaidah-kaidah dasar dalam
masyarakat menuntut dilakukan perubahan hukum agar dapat selalu
menyesuaikan diri dengan masyarakat. Persoalan penyesuain hukum terhadap
perubahan yang terjadi dalam masyarakat, terutama yang dimaksud adalah
hukum tertulis atau perundang-undangan (dalam arti luas). Hal ini sehubungan
dengan kelemahan perundang-undangan yang bersifat statis dan kaku.3®

% Siti Malikhatun Badriyah,Penemuan...,op.cit.,h.45-46.

% Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1996, h.99.

% Siti Malikhatun Badriyah,Penemuan...,op.cit.,h.46.

% Lawrence M. Friedman, The Legal Sistem A Social Perspective, diterjemahkan oleh M. Khozim, Sistem Hukum Perspektif limu Sosial, Bandung:
Nusa Media, 2009, h.12-19.

% Siti Malikhatun Badriyah,Penemuan...,op.cit.,h.76.
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Menurut M. Solly Lubis, proses pembentukan hukum dalam perspektif
demokrasi meniscayakan bahwa masukan-masukan (inputs) yang menjadi
bahan pertimbangan untuk penentuan hukum itu bersumber dari dan
merupakan aspirasi warga masyarakat/rakyat yang meliputi berbagai
kepentingan hidup mereka. Aspirasi warga masyarakat disalurkan melalui
wakil-wakil rakyat yang benar-benar jeli dan responsif terhadap tuntutan
hati nurani masyarakat yang diwakilinya. Aspirasi tersebut kemudian diproses
dalam lembaga legislatif yang pada akhirnya akan muncul produk politik yang
berupa hukum yang benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat.*

Dengan mekanisme yang demikian ini, maka tuntutan yang dibebankan
kepada para pembentuk hukum adalah sebagai berikut:*

- Kemampuan untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang diwakilinya
untuk memahami dan menyerap hasrat, aspirasi dan tuntutan-tuntutan
mereka, dengan sikap yang benar-benar representatif terbuka.

- Keterbukaan diperlukan di sini, karena aspirasi masyarakat itu kadang-
kadang muncul dalam bentuk usulan, tapi juga dalam bentuk kritik, baik
terhadap pemerintah sebagai pengemban kepentingan masyarakat dan
sebagai penegak hukum, dan mungkin juga terhadap aturan hukum yang
sedang berlaku yang mereka nilai tidak mencerminkan kepentingan dan
aspirasi mereka.

- Kemampuan untuk vokal menyampaikan butir-butir usul mengenai
kepentingan masyarakat yang diwakilinya itu di forum perwakilan rakyat/
legislatif, dengan sikap representatif, sistematis, dan radikal.

- Kemampuan untuk membuat rumusan atau artikulasi atas aspirasi-aspirasi
yang disepakati untuk dituangkan dalam bentuk aturan hukum. Misalnya
menjadi Undang-Undang, Peraturan Daerah.

- Kemampuan dalam arti penguasaan pengetahuan dasar (teoritis) dan
pengalaman (praktis) mengenai telaahan strategi (telstra), perencanaan
strategis (renstra), monitoring strategis (monstra), politik strategis
(polstra), perkiraan strategis (kirstra), pengendalian dan penangkalan.

Pembentukan hukum akan mengikuti struktur sosial-politik dari masing-
masing negara. Bagi negara yang menganut konfigurasi politik otoriter,
maka pembentukan hukumnya akan memperlihatkan ciri yang otoritarian

% M. Solly Lubis, Politik dan Hukum di Era Reformasi, Bandung: Mandar Maju, 2000, h.23-24.

0 Ibid
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juga. Sedangkan manakala proses pembentukan hukum (legislasi) tersebut
ditempatkan dalam konteks struktur sosial-politik dari negara demokrasi,
niscayadi dalamnya akan terjadi kompromi dari konflik-konflik nilai dan
kepentingan yang berbeda-beda dalam masyarakat.*!

Hal demikian itu dikarenakan demokrasi menghendaki partisipasi warga
masyarakat yang luas dalam sekalian tindakan-tindakan kenegaraan, sekaligus
dalam sistem demokrasi ini tidak membolehkan terjadinya diskriminasi
terhadap suatu golongan yang terdapat dalam masyarakat.*?

Secara umum, undang-undang dibuat oleh pembentuk undang-undang
untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga harus dilaksanakan dan
ditegakkan. Akan tetapi, perlu diingat bahwa kegiatan dalam kehidupan
manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak
mungkin tercakup dalam suatu peraturan perundang-undangan secara
tuntas dan jelasnya. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan mempunyai
kemampuan terbatas, sehingga undang-undang yang dibuatnya, tidaklah
lengkap untuk mencakup keseluruhan kegiatan kehidupannya, oleh karena
itu tidak ada undang-undang yang lengkap selengkap-lengkapnya atau yang
jelas sejelas-jelasnya.*3

Undang-undang dibuat tidak berada dalam ruang yang hampa,
tetapi berada dalam dinamika kehidupan masyarakat luas dengan segala
kompleksitasnya. Artinya, masyarakat yang akan dituju oleh suatu undang-
undang menghadapi berbagai keterbatasan-keterbatasan dalam menerima
kehadiran suatu undang-undang.**

Suatu undang-undang yang dibuat secara sepihak oleh pihak legislator,
sangat mungkin kehadirannya akan ditolak karena tidak sesuai dengan
rasa keadilan dalam masyarakat. Di sinilah arti pentingnya peran serta
masyarakat dilibatkan dalam proses pembentukan undang-undang. Demokrasi
partisipatoris diharapkan lebih menjamin bagi terwujudnya produk undang-
undang yang responsif, karena masyarakat ikut membuat dan memiliki lahirnya
suatu undang-undang. Adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan
undang-undang ini juga akan menjadikan masyarakat lebih bermakna dan

a
2
3
44

Anis Ibrahim, Legislasi...,loc.it

Satjipto Rahardjo, Hukum,Masyarakat, dan Pembangunan, Bandung: Alumni, 1980, h.40.

Soedikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Cetakan Kelima, Yogyakarta: Liberty, 2007, h.37.

Robert B. Seidmann et.all., Legislative Drafting for Democratic Social Change:A Manual for Drafters, First Published, London: The Hague Boston,
Kluwer Law International Ltd., 2001, h.15.
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pemerintah lebih tanggap dalam proses demokrasi, sehingga melahirkan
pemerintahan yang bermoral dan warga negara yang bertanggung jawab
dalam masyarakat.*

Pembentukan undang-undang yang berisi tatanan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan bagian dari proses
pengambilan keputusan yang bersifat publik. Keputusan publik yang berupa
undang-undang ini akan mengikat dan berlaku bagi seluruh rakyat dalam suatu
negara. Pembentukannya harus memberikan ruang publik bagi masyarakat
luas untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembentukannya.*®

3. Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang
yang DemoKkratis

Dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 ditegaskan bahwa Kemerdekaan
berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan
dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Artinya, bahwasanya konstitusi (UUD NRI Tahun 1945) kita telah
memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat dalam mengeluarkan
pikiran, baik secara lisan maupun tulisan khususnya untuk membentuk
perundang-undangan.*’

Dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan
pun juga memberikan jaminan terhadap masyarakat untuk berpartisipasi
dalam pembentukan undang-undang di mana dalam Pasal 96 yang berbunyi
sebagai berikut:

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis
dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan
kerja; c. sosialisasi; dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang
perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas
substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan
dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan

% Samuel P. Huntington, Penerjemah Sahat Simamora, Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Cetakan Kedua, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, h.25.
“ Saifudin, Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Ull Press, 2009, h.100.
47 Mencermati dan menganalisis Pasal 28 UUD Tahun 1945.
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Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh
masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang ini dapat
dilakukan secara individual maupun kolektif oleh masyarakat yang berada di
luar jabatan publik.*® Pelaku-pelaku partisipasi masyarakat ini adalah kekuatan-
kekuatan masyarakat yang termasuk dalam infrastruktur politik seperti pers,
tokoh masyarakat, kelompok penekan, kelompok kepentingan, perguruan
tinggi, perguruan tinggi maupun partai politik yang tidak memperoleh wakilnya
di lembaga perwakilan. Kekuatan-kekuatan infrastruktur politik ini dapat
memberikan kontrol dan pengaruhnya terhadap berbagai keputusan publik
yang akan dikeluarkan melalui wadah undang-undang.*

Proses pembentukan undang-undang pada dasarnya dapat dibagi
dalam tiga tahap yaitu: tahap ante legislative, tahap legislative dan tahap
post legislative.®® Dalam tiga tahap tersebut, pada dasarnya masyarakat
dapat berpartisipasi memberikan masukannya sesuai dengan keinginannya.
Masyarakat dapat berpartisipasi pada seluruh tahapan proses pembentukan
undang-undang maupun memilih salah satu tahapan saja. Akan tetapi, bentuk
partisipasi masyarakat ini berbeda meskipun ada pula yang sama antara satu
tahapan dengan tahapan yang lain. Artinya, bentuk partisipasi masyarakat pada
tahap sebelum legislatif tentu berbeda dengan bentuk partisipasi masyarakat
pada tahap legislatif maupun tahap setelah legislatif. Jadi, bentuk partisipasi
masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang disesuaikan dengan
tahap-tahap yang tengah dilakukan.>!

a. Partisipasi masyarakat pada tahap ante legislative terdiri dari:*?
1. Partisipasi masyarakat dalam bentuk penelitian
Partisipasi masyarakat dalam bentuk penelitian ini dapat dilakukan
masyarakat ketika melihat adanya suatu persoalan dalam tatanan
hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang perlu diteliti dan
dikaji secara mendalam dan memerlukan penyelesaian pengaturan
dalam suatu undang-undang.

48
49
50

51

2

Ramlan Surbakti, Memahami limu Politik, Cetakan Keempat, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999, h.143.
Saifudin,Partisipasi...,op.cit.,h.100.

Jufrina Rizal, “Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama:Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum/Perundang-Undangan”, Makalah yang
disajikan dalam “Debat Publik tentang Rancangan KUHP" Departemen Kehakiman dan HAM Jakarta 21-22 Nopember 2000.
Saifudin,Partisipasi...,op.cit.,h.306.

Ibid.,h.309-316.
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Partisipasi masyarakat dalam bentuk diskusi, lokakarya dan
seminar

Partisipasi masyarakat dalam bentuk diskusi, lokakarya dan seminar
pada tahap ante legislatif ini dapat dilakukan sebagai tindak lanjut
dari hasil penelitian terhadap suatu obyek yang akan diatur dalam
undang-undang.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk pengajuan usul inisiatif
Pengajuan usul inisiatif untuk dibuatnya suatu undang-undang dapat
dilakukan masyarakat dengan atau tanpa melalui penelitian, diskusi,
lokakarya dan seminar terlebih dahulu. Akan tetapi, usul inisiatif
ini tentu akan lebih kuat jika didahului dengan penelitian, diskusi,
lokakarya dan seminar terhadap suatu masalah yang akan diatur
dalam suatu undang-undang.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk perancangan terhadap suatu
undang-undang

Partisipasi masyarakat dalam bentuk perancangan terhadap suatu
undang-undang dapat dilakukan masyarakat sebagai wujud partisipasi
masyarakat yang terakhir dalam tahap ante legislatif. Artinya, setelah
melakukan penelitian, pengusulan usul inisiatif, maka pada gilirannya
masyarakat dapat menuangkan hasil penelitian dalam rancangan
undang-undang. Di dalam rancangan undang-undang sebaiknya
didahului dengan uraian Naskah Akademik dibuatnya suatu rancangan
undang-undang.

b. Partisipasi masyarakat pada tahap legislative terdiri dari:

1.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk audensi/RDPU di DPR

Partisipasi masyarakat dalam bentuk audensi/RDPU di DPR ini
dapat dilakukan masyarakat baik atas permintaan langsung dari
DPR (RDPU) maupun atas keinginan masyarakat sendiri (audensi).
Apabila partisipasi masyarakat ini atas dasar permintaan dari DPR,
maka partisipasi masyarakat disampaikan kepada yang meminta
dilakukannya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Akan tetapi
untuk artisipasi masyarakat dalam bentuk audensi atas keinginan
langsung dari masyarakat, maka masyarakat dapat memilih alat
kelengkapan DPR yang diharapkan dapat menyalurkan aspirasi
masyarakat, misalnya Panitia Kerja, Komisi, Panitia Khusus, Fraksi,
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dsb. Audensi/RDPU ini dapat dilakukan oleh masyarakat baik secara
lisan, tertulis maupun gabungan antara lisan dan tertulis.

2. Partisipasi masyarakat dalam bentuk rancangan udang-undang
alternative
Partisipasi masyarakat dalam bentuk penyampaian rancangan
undang-undang alternatif ini dapat dilakukan oleh masyarakat dengan
membuat rancangan undang-undang alternatif ketika rancangan
undang-undang yang tengah dibahas di lembaga legislatif belum atau
bahkan tidak aspiratif terhadap kepentingan masyarakat luas.

3. Partisipasi masyarakat dalam bentuk masukan melalui media cetak
Partisipasi masyarakat dalam bentuk masukan melalui media cetak
ini dapat dilakukan oleh masyarakat dengan membuat opini terhadap
suatu masalah yang tengah dibahas dalam lembaga legislatif. Opini
masyarakat ini dapat berupa artikel, jumpa pers, wawancara,
pernyataan-pernyataan, maupun berupa tajuk-tajuk berita dari surat
kabar dan majalah.

4. Partisipasi masyarakat dalam bentuk masukan melalui media elektronik
Partisipasi masyarakat dalam bentuk masukan melalui media
elektronik ini dapat dilakukan oleh masyarakat dengan membuat
dialog dengan menghadirkan nara sumber yang kompeten terhadap
suatu masalah yang tengah dibahas dalam lembaga legislatif.

5. Partisipasi masyarakat dalam bentuk unjuk rasa
Partisipasi masyarakat dalam bentuk unjuk rasa ini dapat dilakukan
masyarakat dalam rangka mendukung, menolak maupun menekan
materi yang tengah dibahas dalam proses pembentukan undang-
undang.

6. Partisipasi masyarakat dalam bentuk diskusi, lokakarya dan seminar
Partisipasi masyarakat dalam bentuk diskusi, lokakarya dan seminar
ini dapat dilakukan masyarakat dalam rangka memperoleh kejelasan
persoalan terhadap materi yang tengah dibahas dalam lembaga
legislatif.

c. Partisipasi masyarakat pada tahap post legislative terdiri dari:
3. Unjuk rasa terhadap undang-undang baru
Adanya undang-undang baru dapat disikapi beraneka ragam oleh
masyarakat, karena sangat mungkin dengan undang-undang yang
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baru itu bukan menyelesaikan masalah, tetapi justru menimbulkan
masalah sosial baru dalam masyarakat. Sikap itu dapat berupa
dukungan atau penolakan terhadap lahirnya undang-undang baru
yang diwujudkan dengan unjuk rasa.
4. Tuntutan pengujian terhadap undang-undang
Suatu undang-undang yang telah diproduk oleh lembaga legislatif dan
telah disahkan oleh Presiden serta dimuat dalam Lembaran Negara
mempunyai kekuatan mengikat dan sah berlaku di masyarakat.
Meskipun demikian, dalam suatu negara demokrasi termasuk di
Indonesia rakyat mempunyai keleluasaan untuk menanggapinya. Bagi
masyarakat yang belum atau tidak puas dengan lahirnya undang-
undang dapat melakukan permohonan uji materiil terhadap undang-
undang tersebut.
5. Sosialisasi undang-undang

Dalam rangka menyebarkan produk undang-undang yang baru
dikeluarkan oleh lembaga legislatif, maka masyarakat dapat
berpartisipasi melakukan berbagai kegiatan berkaitan dengan lahirnya
undang-undang baru. Bentuk-bentuk kegiatan ini dapat berupa
penyuluhan, seminar, lokakarya, diskusi dan sebagainya. Dengan cara
demikian, maka keberadaan suatu undang-undang tidak hanya tidak
hanya diketahui oleh kalangan elit yang berkecimpung langsung dalam
proses pembentukan undang-undang, tetapi akan cepat dikenal luas
oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembaharuan hukum nasional diarahkan untuk mewujudkan hukum yang
berdasarkan kehendak rakyat (demokratis), maka seyogianya undang-undang
yang merupakan salah satu bagian dari sistem hukum nasional dalam proses
pembentukannya harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang ditandai
dengan melibatkan secara aktif dan menyeluruh lapisan masyarakat agar
berpartisipasi di dalamnya.
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2. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang yang

demokratis antara lain:

a. Partisipasi masyarakat pada tahap ante legislative terdiri dari:

Partisipasi masyarakat dalam bentuk penelitian;

Partisipasi masyarakat dalam bentuk diskusi, lokakarya dan seminar;
Partisipasi masyarakat dalam bentuk pengajuan usul inisiatif; dan
Partisipasi masyarakat dalam bentuk perancangan terhadap suatu
undang-undang.

b. Partisipasi masyarakat pada tahap legislative terdiri dari:

Partisipasi masyarakat dalam bentuk audensi/RDPU di DPR;
Partisipasi masyarakat dalam bentuk rancangan undang-undang
alternatif;

Partisipasi masyarakat dalam bentuk masukan melalui media cetak;
Partisipasi masyarakat dalam bentuk masukan melalui media
elektronik;

Partisipasi masyarakat dalam bentuk unjuk rasa; dan

Partisipasi masyarakat dalam bentuk diskusi, lokakarya dan
seminar.

c. Partisipasi masyarakat pada tahap post legislative terdiri dari:

Unjuk rasa terhadap undang-undang baru;
Tuntutan pengujian terhadap undang-undang; dan

Sosialisasi undang-undang.
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